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Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara

akurat, andal dan valid.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik,
dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Grobogan dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, serta
menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) Tahun
2025 dengan baik.

LKjIP ini disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Secara teknis, penyusunan laporan ini berpedoman
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk
pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun
2025 kepada para pemangku kepentingan atas pelaksanaan amanah dalam
pengelolaan lingkungan hidup, guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Selain
itu, capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi
bahan evaluasi dan pemicu perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja di masa
yang akan datang bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Grobogan.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang
telah berperan aktif serta memberikan dukungan dalam penyusunan LKjIP Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, maupun dalam pencapaian kinerja selama
Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat
keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, saran,
dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan
laporan kinerja pada periode selanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) Tahun 2025 ini kami
susun sebagai salah satu bahan evaluasi dan informasi kinerja. Semoga laporan ini
dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang memerlukannya.

Purwodadi. Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Grobogan

“, HERU'DWI/CAHYONO,S.STP. M.SI
Z"Pémbina TK |
NIRX19861105 200112 1 003
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1.1.Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan kebijakan
tersebut selanjutnya diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi,
serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui sistem
pelaporan kinerja yang dilakukan secara periodik.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik, Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Grobogan selaku unsur pembantu pimpinan daerah dituntut
untuk senantiasa melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja secara
berkelanjutan. Pembenahan kinerja tersebut diharapkan mampu meningkatkan
peran dan fungsi perangkat daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan
daerah dalam upaya memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam proses perencanaan perangkat daerah, pencapaian tujuan dan
sasaran tidak hanya berpedoman pada visi dan misi daerah, tetapi juga
memperhatikan keselarasan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada
tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sehingga tercipta sinergi
pembangunan yang terarah dan berkesinambungan.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat,
jelas, terukur, dan legitimate, agar penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, serta bebas dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan amanat Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.




Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Grobogan berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK;|IP).
Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025
dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai
tingkat pencapaian kinerja atas tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah
ditetapkan serta diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah..

1.2. Profil Dinas Lingkungan Hidup

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Grobogan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, dan
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan. Dinas ini memiliki
tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di
bidang lingkungan hidup, dengan berlandaskan pada asas otonomi daerah dan
tugas pembantuan.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan terdiri
dari:

Kepala Dinas;
Sekretariat;
Bidang Tata Lingkungan;

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;

1.
2.
3
4
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

7. UPTD; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Kepala Dinas,
Sekretaris, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah
Bahan Berbahaya Beracun, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup, UPTD dan Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang
lingkungan hidup, kehutanan dan persampahan. Untuk melaksanakan tugas
tersebut, Kepala Dinas memiliki fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan

persampahan;




b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang
lingkungan hidup, kehutanan dan persampahan;

c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang lingkungan hidup,
kehutanan dan persampahan;

d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
lingkungan hidup, kehutanan dan persampahan;

e. Pengelolaan kesekretariatan dinas;
Pengelolaan UPTD; dan

g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris memiliki
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan
bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan
administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas,
menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian,
keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan,
urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan
ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, memiliki fungsi
sebagai berikut:

a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;

b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan
teknis di bidang lingkungan hidup;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan,
administrasi umum dan surat-menyurat;

d. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan
rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan Dinas,
hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan
pelaporan;

e. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban
keuangan;

f. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan

g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya



3. Bidang Tata Lingkungan
Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan
fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Tata
Lingkungan memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata lingkungan;
c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang tata
lingkungan;
d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang tata lingkungan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan;
Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan
Limbah Bahan Berbahaya Beracun memiliki tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas dalam
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan
berbahaya beracun.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang
Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun memiliki fungsi
sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;

b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan
sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;

c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang

pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;




d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan
limbah bahan berbahaya beracun;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan
sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;

f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada

Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas
Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan
fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai
berikut:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup;
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e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan




bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Penataan dan

Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Hidup memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam

perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas

lingkungan hidup.

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Hidup dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penaatan dan
peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang penaatan dan
peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang penaatan
dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang penaatan dan peningkatan
kapasitas lingkungan hidup;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penaatan dan
peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan merupakan

UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A yang terdiri dari:

a. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Timur, dengan uraian
tugas meliputi wilayah kerja Kecamatan Kradenan, Kecamatan
Pulokulon, Kecamatan Gabus, Kecamatan Wirosari, Kecamatan
Tawangharjo dan Kecamatan Ngaringan;

b. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Tengah, dengan uraian
tugas meliputi wilayah kerja Kecamatan Purwodadi, Kecamatan
Grobogan, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Brati, Kecamatan
Klambu, Kecamatan Toroh dan Kecamatan Geyer; dan

c. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Barat, dengan uraian
tugas meliputi wilayah kerja Kecamatan Godong, Kecamatan
Karangrayung, Kecamatan Gubug, Kecamatan Tegowanu, Kecamatan

Kedungjati dan Kecamatan Tanggungharjo.



UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawan kepada Kepala Dinas.
Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
Dinas di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun
serta pengelolaan taman di wilayah kerjanya.

Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A dalam melaksanakan tugas

memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A di
wilayah kerjanya;

b. Pelaksanaan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pengelolaan
sampah dan limbah bahan berbahaya beracun serta pengelolaan taman
di wilayah kerjanya,;

c. Pembinaan dan bimbingan teknis secara terpadu di bidang pengelolaan
sampah dan limbah bahan berbahaya beracun serta pengelolaan taman
di wilayah kerjanya;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;

e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan
sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan Jabatan Fungsional masing-masing dan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD atau Kepala Subbagian yang
memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional

jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.

1.2.1. Struktur Organisasi
Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pembagian tugas dan
tanggungjawab di dalam organisasi, berikut disajikan bagan struktur
organisasi yang menggambarkan hubungan antara unit-unit kerja serta

posisi-posisi yang ada.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
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Berbahaya Beracun

BIDANG
Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan|
Hidup

BIDANG
Penaatan dan
Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup

Kelompok Jabatan
Fungsional dan
Pelaksana

Kelompok Jabatan
Fungsional dan
Pelaksana

Kelompok Jabatan
Fungsional dan
Pelaksana

Kelompok Jabatan
Fungsional dan
Pelaksana

1.3.Isu strategis

atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan

pencapaian tujuan perangkat di

UPTD

menunjang pembangunan daerah.

(lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup
periode 2021-2026 sebagai berikut :
1.

Kurangnya kualitas dan kompetensi aparatur teknis bidang lingkungan

hidup;

Meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah akibat kegiatan rumah

tangga serta industri dan/ atau kegiatan;

Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat

terhadap pengelolaan lingkungan hidup;

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan,;

Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan

sampah;

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan

masa yang akan datang dalam rangka

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5

Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).




Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas

Lingkungan Hidup periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah,

dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang

ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

a.

Perubahan iklim regional, (Kenaikan suhu dan ketidakpastian iklim
memengaruhi sektor pertanian dan sumber daya air)

Penangan Alih Fungsi lahan yang belum maksimal dengan adanya
kemudahan inventasi daerah.

Penanganan pencemaran Air di sungai , waduk dan embung yang berada

di wilayah Grobogan

. Timbulan sampah rumah tangga dan perkotaan meningkat beriringnya

bertambahnya perumahan dan penduduk

. Tercemarinya badan bandan sungai lusi dan serang dengan sampah

plastic akibat banijir
TPA Ngembak overload dan belum semuanya berstandar sanitary landfill
perlu adanya penanganan secara khusus agar tidak terjadi bencana

sampah di Grobogan.

1.4.Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup ini disusun berdasarkan

beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2011 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2012 Nomor 3 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 14;
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6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten
Grobogan Tahun 2022-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 25 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor
5);

10.Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2024 Nomor 67).

1.5. Sistematika
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025
adalah :
BAB | PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2. Propil Dinas Lingkungan Hidup
1.2 Isu Strategis
1.3 Landasan Hukum
1.4 Sistematika
BAB I PERENCANAN KINERJA
2.1 Perencanaan Strategis tahun 2025
2.2 Indikator Utama
2.3 Rencana Kerja Tahun 2025
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2.3 Perjanjian Kinerja
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran
3.3 C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
BAB IV PENUTUP
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BAB II
RENCANAAN KINERJA




BAB I
PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2025

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang sangat
penting untuk menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global, serta memastikan
penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam kerangka Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui
pendekatan perencanaan strategis yang jelas, terarah, dan terukur, instansi pemerintah diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi
organisasi dengan potensi, peluang, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan telah menyusun Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan
Tahun 2021-2026. Renstra tersebut menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selama
periode perencanaan lima tahunan.

Dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan utama, yaitu
meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kinerja pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sejalan dengan :

VISI
“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

MISI 4

“Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana”




Berdasarkan hasil telaah terhadap visi dan misi daerah, tujuan dan sasaran pembangunan, strategi dan arah kebijakan

pembangunan daerah, isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, serta tugas dan fungsi perangkat daerah, maka

dirumuskan pernyataan tujuan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, yaitu:

TABEL 2.1

TUJUAN RENSTRA DLH TAHUN 2021-2026

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

KEBIJAKAN

Meningkatkan kualitas air, udara dan tanah melalui:

1. Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan
hidup yang berkualitas;
2. Pencegahan pencemaran dan kerusakan
lingkungan;
Meningkatkan 3. Eengendalian pencemaran dan{atau k.erusakan
kualitas lingkungan aklba_t kegiatan industri; rumah
lingkungan  hidup tangga dan pertanian; Peningkatan kualitas air, udara, tanah tanah dengan fokus
dan kinerja _ pada pemantauan kualif[as air, udara dan tanah secara rutin
pengelolaan 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku | dan berkala; pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
sampah serta | Meningkatnya Kualitas Air, usaha dan/atau kegiatan masyarakat dalam | lingkungan akibat kegiatan industri, rumah tangga dan
Limbah Banan | Udara dan Tanah pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan | pertanian; sosialisasi, pembinaan dan pelatihan lingkungan

Berbahaya dan

lingkungan hidup;

hidup; Pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium
lingkungan hidup serta optimalisasii pengelolaan hutan kota,

Beracun (Limbah 5. Pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium | taman kota dan ruang publik lainnya.
B3) sesual lingkungan hidup;
ketentuan

. Peningkatan

kapasitas masyarakat dalam

mengelola lingkungan hidup;

. Rehabilitasi lahan kritis;
. Penambahan dan optimalisasi Ruang Terbuka

Hijau (RTH);

. Penegakan hukum terkait lingkungan hidup.




Meningkatnya penanganan
dan pengurangan sampah
serta pengawasan dan
pengendalian terhadap
limbah bahan berbahaya
dan beracun (Limbah B3)
sesuai ketentuan

Meningkatkan  penanganan  dan

persampahan melalui:

pengelolaan

1. Perluasan area layanan persampahan;
2. Optimalisasi pengolahan sampah di TPA;

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
mengelola sampah dan pengurangan sampah
melalui (3R) dan Bank Sampabh;

4. Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan, utamanya armada pengangkutan
dan alat berat;

5. Penambahan dan/ atau perluasan lahan TPA
baru.

Peningkatan penanganan dan pengelolaan sampah dengan
fokus pada pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan; penambahan dan/ atau perluasan lahan TPA
baru; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola
dan mengurangi sampah serta meningkatkan kapasitas SDM
teknis pengelola sampah.

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) melalui:

1. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan/ atau
kegiatan penghasil Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (Limbah B3);

2. Melakukan advokasi terhadap pelaku usaha
dan/ atau kegiatan penghasil Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk
memenuhi rincian teknis pengelolaan Limbah B3

Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap Limbah
Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) dengan fokus pada
pembinaan dan advokasi terhadap pelaku usaha dan/ atau
kegiatan penghasil Limbah B3 dalam memenuhi rincian teknis
pengelolaan Limbah B3.

Meningkatkan tata
kelola
pemerintahan
yang baik dan
pelayanan  pulik
yang berkualitas

Meningkatnya kinerja tata
kelola pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik
didukung dengan
manajemen administrasi
perkantoran pemerintahan
yang baik

Meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan
urusan lingkungan hidup melalui:

1. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan;
evaluasi serta pelaporan kinerja yang efektif dan
efisien;

2. Peningkatan kapasitas aparatur, khusunya SDM
teknis lingkungan hidup;

Peningkatan kualitas kinerja OPD dengan fokus pada
penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan
kinerja yang efektif dan efisien serta meningkatkan kapasitas
SDM yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAkhlak).




3. Pengelolaan aset secara optimal memperhatikan
prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi dan
akuntabilitas;

4. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang
tugas dan fungsi.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

TABEL 2.11
TUJUAN, SASARAN,INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Formula Indikator (Indikator Tujuan) Target Kinerja Pada Tahun Ke-

dan Sumber Referensi Indikator Satuan

Tujuan Sasaran Indikator

2022 2023 2024 2025 2026

Meningkatkan = :
kualitas Indeks Kualitas Air = M Indeks 79,45 80,1 80,1 80,51 80,95
lingkungan !
hidup dan
kinerja Indeks Kualitas Udara IRU= 100-
pengelolaan
sampah serta
berbanaye dan ndeks Kualitas Tutupan o Indeks | 62,15 | 62,16 | 62,75 | 632 | 6355
beracun
(Limbah B3)
sesuai
ketentuan

Indeks 86,57 86,83 87,15 87,49 87,88

]
a0

i

Indek Kinerja Pengelolaan

Sampah (IKPS) Nilai Kinerja Pengelolaan Sampah Indek 42 44 46 48 50




Nilai pencemaran air Nilai pengukuran parameter kualitas air Nilai 79,45 80,1 80,1 80,15 80,95
Meningkatnya Ratarat i indek
Kualitas  Air, ata-rata nilai  indeks i -
Udara  dan | Pencemaran udara (SO2 | poarat@ nilal pengukuran parameter |y 019 | 019 | 019 | 019 | 019
Tanah dan NO2)
Persentase luas tutupan | Luas tutupan lahan dibagi total luas o
lahan wilayah dikali 100 o 6215 | 6216 | 6275 | 632 | 6355
Meningkatnya
g::anganan Persentase timbulan Volume timbulan sampah yang dapat
: ditangani dibagi total volume timbulan % 20,2 21,2 22,2 23,2 24,2
pengurangan | sampah yang tertangani sampah kabupaten/ kota dikali 100
sampah serta
pengawasan
dan
pengendalian | Persentase usaha/
Limbah Bahan | kegiatan yang . .
dan Beracun | Bahan Berbahaya dan | ¢ keyiat%n pan o gh;s”kan % 15 30 50 75 100
(Limbah B3) | Beracun (Limbah B3) | gatan yang 9
; , .| Limbah B3 dikali 100
sesuai yang tertangani sesuai
ketentuan ketentuan
Meningkatnya
kinerja tata
Meningkatkan kelola Hasil aktivitas analisis yang sistematis,
tata kelola | pemerintahan pemberian nilai, atribut, apresiasi dan
pemerintahan dan kualitas . pengenalan permasalahan serta
yang baik dan | pelayanan Nilai SAKIP  perangkat pemberian solusi atas masalah yang Nilai 80 81 82 83 84
. ) daerah ) ; :
pelayanan pulik | publik ditemukan untuk tujuan peningkatan
yang didukung akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja
berkualitas dengan pemerintah
manajemen
administrasi




perkantoran

p:rr]nelrjlgits han Hasil penilaian masyarakat yang
yang mendapatkan layanan di perangkat 772 79.7
Nilai IKM daerah dengan menggunakan Nilai 76,79 (B) (E;) 77,7 (B) | 78,2 (B) (E;)

instrument yang telah ditetapkan oleh
KemenPAN-RB

Sumber : renstra DLH Kab. Grobogan 2021-2026

2.2 INDIKATOR UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan tahun

2025 adalah sebagai berikut:




TABEL 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO TUJUAN / SASARAN INDIKATOR SATUAN PENJELASAN
STRATEGIS KINERJA DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
TUJUAN
Untuk menghitung Indeks Pencemar ( IPj )
i [€/) + L),
IKA adalah angka/nilai yang dapat =N 2
Indeks Indeks menggambarkan mengenai kualitas air. | Keterangan :
Kualitas Air Dalam hal ini pengambilan sampel | IPj =Pencemaran bagi peruntukan (j)
dilakukan pada air sungai. Lij = Konsentrasi Baku Peruntukan Air
()
Ci = Konsentrasi sampel parameter
kualitas air (i)
_ _ IKU adalah angka/nilai yang dapat
Meningkatkan kualitas menggambarkan mengenai  kualitas
lingkungan hidup dan kinerja udara. Dalam hal ini pengambilan 50
Indeks . . Z
pengelolaan sampah serta | ¢ i \dara Indeks sampel dilakukan pengambilan sampel IKU = 100- ﬁx(leu—o,l]
limbah bahan berbahaya dan udara ambien dengan metode passive A
beracun (Limbah B3) sesuai sampler. Parameter yang diukur SO2
ketentuan dan NO2
LTL 50
IKL =100 - ([ 84,3 - ((——DKK}}:I[IH] ¥—
Indesk IKL adalah angka/nilai yang dapat LW 54,3
Kualitas Indeks menggambarkan mengenai kualitas

Tutupan Lahan

tutupan lahan (luas hutan, luas ruang
terbuka hijau dan luas taman

Keterangan:

IKL = Indeks Kualitas Lahan.

LTL = Luas Tutupan Lahan

LW = Luas Wilayah

DKK = Dampak Kanal dan Kebakaran
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Indek Kinerja

IKPS adalah angka/nilai yang dapat

Pengelolaan Indek | Menggambarkan mengenani | \jjaj Kinerja Pengelolaan Sampah
Sampah (IKPS) pengumpulan dan pengurangan
sampah diwilayah kabupaten
SASARAN 1
angka/nilai yang dapat ~ =
Nilai _ Nilai menggambarlfa_n mengenai kualitas air. ['Eu"-f-u] 2 i {Eu"h,] 2
pencemaran air Dalam hal ini pengambilan sampel IP; =
dilakukan pada air sungai. 2
Meningkatnya Kualitas Air, Nilai pengukuran parameter kualitas air
Udara dan Tanah Rata-rata nilai
indeks pengambilan sampel dilakukan . :
- . . Rata-rata nilai pengukuran parameter kualitas
pencemaran Nilai pengambilan sampel udara ambien udara
udara (SO2 dan dengan metode passive sampler.

NO2)

Parameter yang diukur SO2 dan NO2

Persentase luas
tutupan lahan

%

jumlah luasan Tutupan lahan yang
terdiri dari taman, sepadan jalan, hutan
daan perswawahan

Luas tutupan lahan dibagi total luas wilayah
dikali 100

Sasaran 2

Meningkatnya penanganan
dan pengurangan sampah
serta  pengawasan  dan
pengendalian Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun
(Limbah B3) sesuai
ketentuan

Persentase timbunan saampah yang ada yang ada Volume  timbulan  samoah an dapat

timbulan o di TPS dan masyarakatyang terangkut | . e pah  yang P
Yo ; ditangani dibagi total volume timbulan sampah

sampah  yang ke TPA dan Sampah yang di daur ulang L

. . kabupaten/ kota dikali 100

tertangani di Bank sampah

Persentase

usaha/ kegiatan I'mb.e.]h B3 yang dihasikan Usaha / Jumlah usaha/ kegiatan penghasil limbah B3

yang Fasilitas kesehatan Perusahaan di

menghasilkan
Limbah Bahan
Berbahaya dan

%

kabupaten Grobogan yang terolah dan
terangkut ke TPA Khusus Limbah B3

yang terpantau dibagi jumlah usaha/ kegiatan
yang menghasilkan Limbah B3 dikali 100
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Beracun
(Limbah B3)
yang tertangani
sesuai
ketentuan
Tujuan 2
Pemberian nilai, atribut, apresiasi dan | Hasil aktivitas analisis yang sistematis,
Meningkatkan tata kelola | ,,. . pengenalan permasalahan serta | pemberian nilai, atribut, apresiasi dan
> . Nilai SAKIP : . .
pemerintahan yang baik dan o pemberian solusi atas masalah yang | pengenalan permasalahan serta pemberian
. perangkat Nilai . . . ; )
pelayanan pulik yang | yoeran ditemukan untuk tujuan peningkatan | solusi atas masalah yang ditemukan untuk
berkualitas akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja | tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja
pemerintah Instansi kerja pemerintah
Sasaran 1
Meningkatnya kinerja tata
kelola pemerintahan dan Penilaian masyarakat yang | o senilaian masvarakat vana mendapatkan
kualitas pelayanan publik mendapatkan layanan di perangkat P ) y yang P
) - - layanan di perangkat daerah dengan
didukung dengan | Nilai IKM Nilai daerah dengan menggunakan .
) o . ) . menggunakan instrument  yang  telah
manajemen administrasi instrument yang telah ditetapkan oleh | .
. ditetapkan oleh KemenPAN-RB
perkantoran  pemerintahan KemenPAN-RB
yang baik

Sumber dari Renstra perubahan 2024-2026
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2.3. RENCANA KERJA TAHUN 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh
perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025

termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana

Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025

TABEL 2.3
RENCANA KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN

T ET
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 3555
1 2 3 4 5
Men.ingkgtkan Indeks Kualitas Air Indeks 80,51
Efdau";aja';ln%'l‘n‘g?aa” Indeks Kualitas Udara Indeks 87,49
pengelolaan sampah :_ndheks Kualitas Tutupan Indeks 63,2
serta limbah bahan anan
berbahaya dan Indek Kineria P lol
beracun (Limbah B3) garipar:n(elglaas)enge olaan Indek 48
sesuai ketentuan
Nilai pencemaran air Nilai 80,15
Rata-rata nilai indeks
Meningkatnya Kualitas | pencemaran udara (SO2 Nilai 0,19
Air, Udara dan Tanah | dan NO2)
IF’ersentase luas tutupan o 63.2
ahan
) Persentase timbulan o
Memngkatnya(lj sampah yang tertangani % 23,2
penanganan dan
pengurangan sampah E:;isaetgf;::;aha/
:Z:ge%ednggv:al_si?nnbgﬁn menghasilkan Limbah
Bahan Berbahaya dan Bahan Berbahaya dan % 75
Beracun (Limbah B3) iertr:ﬁ”;‘rfl'-;’gsblf; B3) yang
sesuai ketentuan ketent%an
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan .-
yang baik dan dN:::j]AKIP perangkat Nilai 83
pelayanan pulik yang
berkualitas
Meningkatnya kinerja
tata kelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan
g“b"k didukung Nilai IKM Nilai 78,2 (B)
engan manajemen
administrasi
perkantoran
pemerintahan yang
baik

Sumber dari Renstra perubahan 2024-2026
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2.4

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat
penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena
merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan
dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana
yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,
sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan
Perjanjian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025 mengacu
pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024-

2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2025
ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten
Grobogan dengan uraian sebagai berikut:
TABEL 2.4
PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN
TUJUAN / SASARAN
NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN | TARGET
1 2 3 4 5
_ _ _ Indeks Kualitas Air Indeks 80,51
el s s uehd g Indeks Kualitas Udara Indeks 87,49
hidup dan kinerja pengelolaan - -
1 | sampah serta limbah bahan Indeks Kualitas Tutupan Indeks 63,2
berbahaya dan beracun (Limbah B3) | Lahan
sesuai ketentuan Indek Kinerja Pengelolaan
Sampah (IKPS) Indeks 48
Nilai pencemaran air Nilai 80,15
_ _ _ Rata-rata nilai indeks
o | Meningkatnya Kualitas Air, Udara pencemaran udara (SO2 dan Nilai 0,19
dan Tanah NO2)
Persentase luas tutupan lahan % 63,2
Persentase timbulan sampah o 239
Meningkatnya penanganan dan yang tertangani ° '
pengurangan sampah serta P hal kedi
3 | Pengawasan dan pengendalian ersentase usa al e:glatan
Limbah Bahan Berbahaya dan yang menghasilkan Limbah .
Beracun (Limbah B3) sesuai Bahan Berbahaya dan & &
Beracun (Limbah B3) yang
ketentuan : .
tertangani sesuai ketentuan
Meningkatkan tata kelola
4 | pemerintahan yang baik dan Nilai SAKIP perangkat daerah Nilai 83
pelayanan pulik yang berkualitas
Meningkatnya kinerja tata kelola
pemerintahan dan kualitas pelayanan
5 | publik didukung dengan manajemen Nilai IKM Nilai 78,2 (B)
administrasi perkantoran
pemerintahan yang baik

Sumber Perjanjian Kinerja 2025
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Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan

kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah

ditetapkan.
Kabupaten Grobogan :

TABEL 2.4.1

Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025

NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET PENETAPAN
1 2 3 4 5
cakupan pemenuhan
kebutuhan penunjang kinerja
1 | URUSAN PEMERINTAHAN Keu:n an. Administrasi 100% Rp 8.050.251.375
DAERAH KABUPATEN/KOTA gan, .
Umum, Penyediaan Jasa
Penunjang , Pemeliharaan
BMD
Prosentase Dokumen
HEGHEEGEEL [FETREGEEE, Perencanaan,Penganggaran
2 | dan Evaluasi Kinerja . 100% Rp 100.000.000
dan Evaluasi Anggaran
Perangkat Daerah .
Berkualitas
Presentasi Pembayaran Gaji
3 Administrasi Keuangan dan Tunja[\gan ASN dan 100% Rp 5.950.251.375
Perangkat Daerah penyelesaian Laporan
Keuangan Tepat Waktu
Administrasi Umum Perangkat AR T
4 Daerah Administrasi Umum Perangkat 100% Rp 574.898.000
Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah | Prosentase pengadaan Barang
5 | Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah Penunjang Urusan 100 % Rp 100.000.000
Daerah Pemerintah Daerah Tepat Waktu
Penvediaan Jasa Penunian Prosentase Penyediaan Jasa
6 Y . jang Penunjang Urusan Pemerintahan | 100 % | Rp 750.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Prosentase Pemelihraan Barang
7 | Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah di dinas Lingkungan 100 % Rp 575.102.000
Pemerintahan Daerah Hidup
Persentase ketersediaan
dokumen Perencanaan
PROGRAM PERENCANAAN Lingkungan Hidup o
e LINGKUNGAN HIDUP Jumlah dokumen perencanaan 10T i JSIDIOUL L
lingkungan hidup yang wajib
disusun
Persentase Rencana
Rencana Perlindungan dan Perlindungan dan Pengelolaan
9 | Pengelolaan Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup (RPPLH) 100 % Rp 75.000.000

(RPPLH) Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota yang ditetapkan
dan dievaluasi
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Penyelenggaraan Kajian

Persentase Kajian Lingkungan

10 | Lingkungan Hidup Strategis Hidup Strategis (KLHS) 100 % Rp 75.000.000
(KLHS) Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang tersusun
PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU Cakupan pemantauan kualitas o
11 | KERUSAKAN LINGKUNGAN | air 8% | Jp Snuon
HIDUP
PEMEEGEIE [PEMEETEEL Presentase kampung iklim yan
12 | dan/atau Kerusakan Lingkungan terbentuk pung yang 1 Rp 665.000.000
Hidup Kabupaten/Kota Dokumen
Jumlah Dokumen
SREEE TR PREEmE T Penanggulangan Pencemaran
13 | dan/atau Kerusakan Lingkungan 99 9 ; 1 Rp 75.000.000
Hidup Kabupaten/Kota dan/atau Kerusakan Lingkungan Dokumen
Hidup Kabupaten/Kota yang
tersusun
Pemulihan Pencemaran
14 | dan/atau Kerusakan Lingkungan | Luas lahan kritis yang 1 ha Rp 100.000.000
Hidup Kabupaten/Kota direhabilitasi
PIROCRI PENCIELOILAAN Presentase Ruang Terbuka Hijau
15 | KEANEKARAGAMAN HAYATI uang I 9,94 % Rp 2.000.000.000
(KEHATI) (RTH) yang dikelola
Pengelolaan Keanekaragaman Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
e Hayati Kabupaten/Kota terkelola dengan baik 2o el | ZOEADYIED
Persentase rekomendasi ijin
PROGRAM PENGENDALIAN pengelolaan limbah B3 yang
BAHAN BERBAHAYA DAN dikeluarkan
17 | BERACUN (B3) DAN LIMBAH Persentase pelaku usaha 0,75 % Rp 75.000.000
BAHAN BERBAHAYA DAN dan/atau yang telah memenuhi
BERACUN (LIMBAH B3) rincian teknis pengelolaan limbah
B3
Penyimpanan sementara Persentase permohonan
18 Limbah B3 rekomendasi ijin tempat 25 Rp 75.000.000
penyimpanan sementara limbah persen
B3 yang terlayani
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP | horsentase ketaatan
penanggungjawab usaha
19 Eé’;tllmggﬁggﬁggﬁ'\l 2 dan/atau kegiatan terhadap 75 % Rp 75.000.000
PENGELOLAAN LINGKUNGAN ketentuan peraturan perundang-
HIDUP (PPLH) undangan lingkungan hidup
. Meningkatnya Pengawasan
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau
Terhadap Usaha dan/atau Kegi lzin Linak
Kegiatan yang lzin Lingkungan eglatap yang izin Lingkungan,
20 dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Persetujuan Lingkungan, Surat 40 Rp 75.000.000
Pemerintah Daerah Kelayakan Operasi Diterbitkan Laporan
Kabuoaten/Kota oleh Pemerintah Daerah
P Kabupaten/Kota
Persentase sekolah yang sudah
PROGRAM PENINGKATAN melaksanakan PBLHS
PENDIDIKAN, PELATIHAN (Berbudaya Lingkungan Hidup di 30 %
21 | DAN PENYULUHAN Sekolah tingkat kabupaten) 50 %‘: Rp 340.000.000

LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT

Persentase pembentukan kader
lingkungan tingkat desa/
kelurahan yang terbentuk
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Meningkatnya Jumlah Lembaga

Penyelenggaraan Pendidikan, Kemasyarakatan/ Kelompok
Pelatihan, dan Penyuluhan Masyarakat/Institusi Skala

22 | Lingkungan Hidup untuk Kabupaten/Kota dan/atau yang 10 Rp 340.000.000
Lembaga Kemasyarakatan Terdaftar di Kabupaten/Kota Lembaga

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | yang Ditingkatkan Kapasitas dan
Kompetensi SDMnya

Persentase pengaduan
masyarakat di bidang

RO AL AT U ANE L Perlindungan dan Pengelolan

0,
23 | PENGADUAN LINGKUNGAN Lingkungan Hidup (PPLH) 100 % Rp 30.000.000
HIDUP
Kabupaten/kota yang
terselesaikan
Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat di Bidang
24 | Perlindungan dan Pengelolaan PRI [ ERTRIEl e Rp 30.000.000

Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 5 Aduan

Lingkungan Hidup (PPLH) yang Dikelola

Kabupaten/Kota

Timbulan sampah yang ditangani
Persentase timbulan sampah di 0,75 % Rp 7.815.000.000
perkotaan yang ditangani

PROGRAM PENGELOLAAN

25 | PERSAMPAHAN

26 | Pengelolaan Sampah ST EnEES Ml SEpE) 7 Rp  7.815.000.000
diperkotaan yang ditangani persen
total Anggaran Rp 19.375.251.375

Sumber DPA Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025
Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai

berikut:
1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam
proses pencapaian tujuan dan sasaran.
Pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian
Kinerja Tahun 2025 dikarenakan 2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi
pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi

anggaran)dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

TABEL 2.4.2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN

TUJUAN / SASARAN TARGET TARGET
NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN | bENETAPAN | PERUBAHAN
1 2 3 4 5 5
Indeks Kualitas Air Indeks 80,51 68,14

Meningkatkan kualitas

lingkungan hidup dan kinerja Indeks Kualﬁtas Udara Indeks 87,49 85,59
1 Penge|o|aan Sampah serta Indeks Kualitas TUtUpan Indeks 63,2 65,66
limbah bahan berbahaya dan | Lahan
beracun (Limbah B3) sesuai Indek Kinerja
ketentuan Pengelolaan Sampah Indeks 48 46,93
(IKPS)
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Nilai pencemaran air Nilai
Rata-rata nilai indeks
5 Meningkatnya Kualitas Air, pencemaran udara (SO2 Nilai 0,19 0,19
Udara dan Tanah dan NO2)
Persentase luas tutupan % 63.2 65.66
lahan
Persentase timbulan _ % 23.2 23.2
. sampah yang tertangani
Meningkatnya penanganan
dan pengurangan sampah Persentase usaha/
5 | serta pengawasan dan keg|atr?n ﬁng Limbah
pengendalian Limbah Bahan menghasiikan Limba o
Berbahaya dan Beracun Bahan Bert_)ahaya dan % 75 75
(Limbah B3) sesuai ketentuan | Beracun (Limbah B3)
yang tertangani sesuai
ketentuan
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan Nilai SAKIP perangkat _—
“ pelayanan pulik yang daerah N & &
berkualitas
Meningkatnya kinerja tata
kelola pemerintahan dan
5 | wElES peEyETED puliis Nilai IKM Nilai 78,2 (B) 78,2 (B)
didukung dengan manajemen
administrasi perkantoran
pemerintahan yang baik
Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025
Adapun rincian Program dan kegiatan yang mengalami perubahan Sebagian besar
Anggran sebagai berikut :
TABEL 2.4.3
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025
PROGRAM/ TARG
NO. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA ET PENETAPAN PERUBAHAN
1 2 3 4 5 5
cakupan pemenuhan
PROGRAM kebutuhan penunjang
PENUNJANG kinerja urusan
URUSAN pemerintah daerah Rp Rp
1 | PEMERINTAHAN meliputi Administrasi 100%
DAERAH Keuangan, Administrasi 8.050.251.375 8.641.991.400
KABUPATEN/KOT | Umum, Penyediaan Jasa
A Penunjang ,
Pemeliharaan BMD
ig:‘er:;‘ana:rr;,n Prosentase Dokumen
2 dangllEvagl’Sasi ’ Perencanaan,Penganggar 100% Rp Rp
I an dan Evaluasi ° 1100.000.000 88.500.400
Kinerja Perangkat .
Anggaran Berkualitas
Daerah
Presentasi Pembayaran
Administrasi Gaji dan Tunjangan ASN Rp Rp
3 | Keuangan dan penyelesaian 100%
Perangkat Daerah | Laporan Keuangan Tepat SN 6.035.087.000
Waktu
o : Prosentase Pemenuhan
Administrasi Umum o : Rp Rp
4 Administrasi Umum 100%
Perangkat Daerah Perangkat Daerah 574.898.000 583.302.000
Prosentase pengadaan
nggadaan EETETIE Barang Milik Daerah
5 il IB TSl Penunjang Urusan 100 % Re Rp
Penunjang Urusan jang ° 1100.000.000 100.000.000

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Tepat
Waktu
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Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan

Prosentase Penyediaan

Rp

Rp

6 g Jasa Penunjang Urusan 100 %
gzr:rzrrllntahan Pemerintahan Daerah (ERDOOLY 860.000.000
Pemeliharaan
Barang Milik .
. Prosentase Pemelihraan
Daerah Penunjang i~ ; Rp Rp
7 Barang Milik Daerah di 100 %
g;l:::ﬂntahan dinas Lingkungan Hidup i 2L 975.102.000
Daerah
Persentase ketersediaan
PROGRAM dokumen Perencanaan
8 PERENCANAAN Lingkungan Hidup 100 % Rp Rp
LINGKUNGAN Jumlah dokumen 150.000.000 143.082.000
HIDUP perencanaan lingkungan
hidup yang waijib disusun
Rencana Persentase Rencana
Perlindungan dan Perlindungan dan
9 Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan 100 % Rp Rp
Lingkungan Hidup Hidup (RPPLH) 75.000.000 75.000.000
(RPPLH) Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota ditetapkan dan dievaluasi
ng;;’ﬁlﬁir;]ggkir:a:n Persentase Kajian
10 Hichup Stra%egisg Lingkungan Hidup Strategis 100 % Rp Rp
(KLHS) (KLHS) Kabupaten/Kota 75.000.000 68.082.000
Kabupaten/Kota g (U
PROGRAM
PENGENDALIAN
SERIEELARYA Cakupan pemantauan Rp Rp
(o]
L AN kualitas air 100% | 840.000.000 898.218.600
LINGKUNGAN
HIDUP
Pencegahan
Pencemaran
12 dan/atau Presentase kampung iklim 1 Rp Rp
Kerusakan yang terbentuk Dokum | 665.000.000 656.380.000
Lingkungan Hidup en
Kabupaten/Kota
TR g Jumlah Dokumen
SEMEEEED) Penanggulangan
13 CEME =N Pence%garan gan/atau 1 X X
Kerusakan K kan Linak Dokum | 75.000.000 75.000.000
Lingkungan Hidup erusakan Lingkungan en
Hidup Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
yang tersusun
Pemulihan
Pencemaran
dan/atau " Rp Rp
14 | Kerusakan Luas lahan kritis yang 1ha | 100.000.000 166.838.600
Lingkungan Hidup direhabilitasi
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENGELOLAAN
Presentase Ruang Terbuka o Rp Rp
1 RAGAM | Lijau (RTH) yang dikelola | #%* % | 2.000.000.000 3.750.000.000
(KEHATI)
Pengelolaan .
jo | Keanoiaragaman | fuenoTerikaties | 25 | o %
Hayati baik lokasi | 2.000.000.000 3.750.000.000
Kabupaten/Kota
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PROGRAM

PENGENDALIAN .
BAHAN !'fersentase rekor_nendaS|
BERBAHAYA DAN | in pen_gelolaan limbah B3
17 BRG] (=) )F/’aer:geiltkaeigaggf‘arll(u usaha e Rp Rp
DAN LIMBAH d % 75.000.000 63.750.000
BAHAN an/atauhyapg _telap o
memenuhi rincian teknis
DERDATAYADAN | pengelolaan limbah B3
(LIMBAH B3)
Penyimpanan Persentase permohonan Rp Rp
18 sB%mentara Limbah rekor_nenda3| ijin tempat 25 75 000.000 63.750.000
penyimpanan sementara persen
limbah B3 yang terlayani
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENEIAG AN Persentase ketaatan
TERHADAP IZIN )
LINGKUNGAN penanggungj_awab usaha
19 | DAN 1ZIN dan/atau kegiatan terhadap 75 9 Rp Rp
PERLINDUNGAN ketentuan peraturan 75.000.000 75.000.000
DAN perundang-u_ndangan
PENGELOLAAN lingkungan hidup
LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan
Pengawasan Meningkatnya Pengawasan
Terhadap Usaha Terhadap Usaha dan/atau
dan/atau Kegiatan Kegiatan yang Izin
20 | Yang Izin Lingkungan, Persetujuan 40 Rp Rp
Lingkungan dan Lingkungan, Surat Lapora | 75.000.000 75.000.000
Izin PPLH Kelayakan Operasi n
Diterbitkan oleh Diterbitkan oleh Pemerintah
Pemerintah Daerah | Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Persentase sekolah yan
RO sudah meIaksanakar): °
PENINGKATAN PBLHS
(Berbudaya
HENIPIDICAN, Lingkungan Hidup di
21 LA (D2 Sekolah tingkat kabupaten) ey Rp Rp
PENYULUHAN P 50 % | 340.000.000 340.000.000
LINGKUNGAN ersent_ase pembeptukan
HIDUP UNTUK I;ade; kIlr:gkuhngan tingkat
MASYARAKAT esal/ kelurahan yang
terbentuk
Penyelenggaraan Meningkatnya Jumlah
Pendidikan, Lembaga Kemasyarakatan/
Pelatihan, dan Kelompok
Penyuluhan Masyarakat/Institusi Skala 10 Rp Rp
22 | Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota .dan/atau Lemba | 340.000.000 340.000.000
untuk Lembaga yang Terdaftar di
Kemasyarakatan Kabupaten/Kota yang 92
Tingkat Daerah Ditingkatkan Kapasitas dan
Kabupaten/Kota Kompetensi SDMnya
Persentase pengaduan
PROGRAM masyarakat di bidang
PENANGANAN Perlindungan dan Rp Rp
23 | PENGADUAN Pengelolan Lingkungan 100 %
LINGKUNGAN Hidup (PPLH) 30.000.000 30.000.000
HIDUP Kabupaten/kota yang
terselesaikan
Penyelesaian
Pengaduan
Masyarakat di Pengaduan Masyarakat Rp Rp
24 | Bidang Terhadap PPLH 5
Perlindungan dan Kabupaten/Kota yang Aduan EOLILY EOOLIOLY
Pengelolaan Dikelola

Lingkungan Hidup
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(PPLH)

Kabupaten/Kota
Timbulan sampah yang
PROGRAM ditangani
. 0,75 | Rp Rp
25 | PENGELOLAAN Persentase timbulan o
PERSAMPAHAN sampah di perkotaan yang % 112000000 1620000
ditangani
Persentase timbulan
Pengelolaan . 73 Rp Rp
26 | sampah z?‘mpah diperkotaan yang | ,o.con | 7.815.000.000 7.811.440.000
itangani
Rp Rp

total Anggaran

19.375.251.375

21.753.482.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan
ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan

untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja
tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja
tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian
tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian
indikator kinerja tujuan/sasaran.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan karakteristik

komponen realisasi sebagai berikut :
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1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
baik (positif), maka digunakan rumus :

[ 1
—

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

<100%

rendah (negatif), maka digunakan rumus :
—( — )
[ ]

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan

x100%

analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan
mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab
keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai
berikut

TABEL 3.1

PENGKATEGORIAN CAPAIAN KINERJA
No Kategori/lnterpretasi Rata-Rata % Capaian
1 Sangat Tinggi 91 <100
2 Tinggi 76 <90
3 Sedang 66 <75
4 Rendah 51 <65
5 Sangat Rendah <50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja
untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai
atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-
masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target
sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan
visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian
Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten GroboganTahun 2025 dan Indikator
Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.
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3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan
kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang
bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama,
dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan
isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil
pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Grobogan tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:
TABEL 3.2

CAPAIAN INDIKATOR UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN

No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori Stg:&er
. . Sangat N
Meningkatkan Indeks Kualitas Air 68,14 72,28 106 Tineer kinerja DLH
kualitas lingkungan :
hidup dan kinerja Bg:;s Kualitas 85,59 73,52 86 Tinggi kinerja DLH
1 pengelolaan sampah Indeks Kualit Sangat
serta limbah bahan T” te S ‘Ear']as 65,66 | 67,14 102 ansd kinerja DLH
berbahaya dan utupan Lanan Tinggi
beracun (Limbah B3) | Indek Kinerja Sangat
sesuai ketentuan Pengelolaan 46,93 46,93 100 Tingei kinerja DLH
Sampah (IKPS) Ings!
NI EEEMRTED | g g0 | 759 106 Sangat kinerja DLH
air Tinggi
Meningkatnya Rata-rata nilai
2 | Kualitas Air, Udara | Indeks pencemaran | 4q 0,19 100 | >aneat kinerja DLH
udara (SO2 dan Tinggi
dan Tanah
NO2)
PEIEEMESS (I 6566 | 67,14 102 Sangat kinerja DLH
tutupan lahan Tinggi
Meningkatnya Persentase Sangat
3 penanganan dan timbulan sampah 23,2 23,2 100 Tineei kinerja DLH
pengurangan yang tertangani Ings!
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sampah serta
g:zg:\r’\v::ﬁ:ndan Persentase usaha/
) kegiatan yang
E'Q:E:Ea?gh::n menghasilkan
) Limbah Bahan Sangat L
Beracun (Limbah B3) Berbahaya dan 75 75 100 el kinerja DLH
sesuai ketentuan Beracun (Limbah
B3) yang tertangani
sesuai ketentuan
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan I
4 | yang baik dan WD S 83 66,58 80 Tinggi kinerja DLH
: perangkat daerah
pelayanan pulik yang
berkualitas
Meningkatnya kinerja
tata kelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan
5 | Eosliceeiiang Nilai IKM 82 1 782 B) 100 >angat kinerja DLH
dengan manajemen (B) Tinggi
administrasi
perkantoran
pemerintahan yang
baik

Untuk penjelasan data tabel diatas adalah

» untuk indek kualitas air target sebesar 68.14 dengan realisasi sebesar 72.28
taregt di bandingkan dengan realisasi sebesar 106% sangat baik,

» Ada beberapa target yang belum tercapai yaitu indicator kualitas udara target
tahun 2025 sebesar 85,59 realisasi sebesar 73,52 realisasi dibanding dengan
Target sebesar 86 % ini dikarenakan ada peraturan baru dari Kementrian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penghitungaan Debu di dalam
parameter penghitungan indicator kualitas udara

» Untuk Indikator Tutupan Lahan target sebesar 68.66 dengan realisasi
sebesar 67.14 realisasi disbanding dengan target sebesar 102% katagori
sangat baik

» Untuk indicator Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta
pengawasan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Limbah B3) sesuai ketentuan seluruh indicator target dan realisasi terpenuhi

» Untuk nilai SAKIP target 83 dengan realisasi penilaian sebesar 66.88
perbandingan target dn realisasi sangat jauh vyaitu sekitar 80% ini
dikarenakan kurangnya pengawasan evaluasi dan monitoring Kinerja OPD

yang mengakibatkan sangat rendah mengontrol capaikan kinerja DLH

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun

sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :
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PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

TABEL 3.2.1

Indik 2024 2025
. ndikator
No- Tujuan/Sasaran Kinerja Target | Realisasi OC/O . Targe Realisasi % .
apaian | t Capaian
K‘i‘:eks Kualitas 80,1 51,74 65 68,14 | 72,28 106
Meningkatkan kualitas i
lingkungan hidup dan. | L aeS | 87,15 | 913 105 | 8550 | 7352 86
kinerja pengelolaan .
1 | sampah serta limbah 'T”deks Kﬂa'r']tas 6275 | 60,11 96 6566 | 67,14 102
bahan berbahaya dan utupan Lahan
beracgn (Limbah B3) Indek Kinerja
sesuai ketentuan Pengelolaan 46 52,77 115 | 46,93 | 46,93 100
Sampah (IKPS)
Nilai . 80,1 51,74 65 | 6814 | 7228 106
pencemaran air
Rata-rata nilai
) ) indeks
2 M_enmgkatnya Kualitas | pencemaran 0,19 0,19 100 0,19 0,19 100
Air, Udara dan Tanah udara (SO2 dan
NO2)
Persentase luas
tutupan lahan 62,75 o 84 65,66 67,14 102
Persentase
timbulan 22,2 22,2 100 | 232 | 232 100
sampah yang
Meningkatnya tertangani
penanganan dan Persentase
pengurangan sampah usaha/ kegiatan
3 serta pengawasan dan | yang
pengendalian Limbah menghasilkan
Bahan Berbahaya dan Limbah Bahan
Beracun (Limbah B3) Berbahaya dan =L 2l el e e 100
sesuai ketentuan Beracun
(Limbah B3)
yang tertangani
sesuai ketentuan
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan Nilai SAKIP
4 | yang baik dan perangkat 82 82 100 83 66,58 80
pelayanan pulik yang daerah
berkualitas
Meningkatnya kinerja
tata kelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan
g || PUE LSRG CIORIE | o ey 77,7 79,58 102 782 1 782 (B) 100
manajemen (B)
administrasi
perkantoran
pemerintahan yang
baik

Dari capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2025
ada beberapa yang turun dan naik adapun penjelasan dari table diatas sebagai
berikut :
» Indek kualitas air target tahun 2024 sebesar 80.10 tercapai

51.74

perbandingan antara realisasi dan target sebesar 65% sedang di tahun 2025

dengan target yang sudah disesuaikan sebesar 68,14 tercapai 72,28

perbandingan

relisasi

dan
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pencapaian antara tahun 2024 dan tahun 2025 indikator kualitas air
mengalami peningkatan dengan kulitas sangat baik;

» Indicator Kualitas Udara target tahun 2024 target 87,15 tercapai 91,3
perbandingan antara realisasi dan target sebesar 106% sedang di tahun 2025
dengan target yang sudah disesuaikan sebesar 85,59 tercapai 73,52
perbandingan relisasi dan target sebesar 86 % dari perbandingan pencapaian
antara tahun 2024 dan tahun 2025 indikator kualitas udara mengalami
penurunan dikarenakan penghitungan ditambah dengan variable tututpan
debu dengan menggunakan citra satelit mengakibatkan hitungan kualitas
udara menjadi berkurang .

» Indicator kualitas Tutupan Lahan tahun 2024 target 62,75 tercapai 60,11
perbandingan antara realisasi dan target sebesar 96 % sedang di tahun 2025
dengan target yang sudah disesuaikan sebesar 65,66 tercapai 67,14
perbandingan relisasi dan target sebesar 106% dari perbandingan
pencapaian antara tahun 2024 dan tahun 2025 indikator kualitas Tutupan
Lahan mengalami peningkatan dengan kulitas sangat baik

» Indicator Indek Kinerja Pengelolaan Sampah tahun 2024 Target 46 tercapai
52,77 perbandingan antara realisasi dan target sebesar 115% sedang di
tahun 2025 dengan target yang sudah disesuaikan sebesar 46,93 tercapai
46,93 perbandingan relisasi dan target sebesar 100% dari perbandingan
pencapaian antara tahun 2024 dan tahun 2025 indikator indek Kinerja
Pengelolaan Sampah mengalami Penurunan dari tahun kemarin di
karenankan alat angkut banyak yang rusak dan menambah jangkauan

pelayanan dan kurangnya sosialisasi sampah habis di produsen sampah ;

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka
menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

TABEL 3.2.2
TINGKAT KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Realisasi
No. Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja I,;l:;ﬁ?na Al;fhail;‘g;;% K];ﬁf;(::n
2025

1 2 3 4 5 6=4/5*100
Meningkatkan kualitas | |ndeks Kualitas Air 72,28 80,95 89,29
lingkungan hidup dan kinerja

1 | Pengelolaan sampah serta |\ yqy s Kyalitas Udara 7352 | 87,88 83,66
limbah bahan berbahaya
dan beracun (Limbah B3) Indeks Kualitas Tutupan
sesuai ketentuan Lahan 67,14 63,55 105,65
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Indek Kinerja

Pengelolaan Sampah 46,93 50,00 93,86
(IKPS)
Nilai pencemaran air 72,28 80,95 89,29
. . . Rata-rata nilai indeks
Mgg;gggzzwrzr:(:ﬁ litas Air, pencemaran udara (SO2 0,19 0,19 100,00
dan NO2)
Ilja?]r;entase luas tutupan 6714 63,55 105,65
Persentase timbulan . 23.2 24,20 95,87
sampah yang tertangani
Meningkatnya penanganan
dan pengurangan sampah
serta pengawasan dan Per§entase usaha/
pengendalian Limbah Bahan | kegiatanyang
Berbahaya dan Beracun menghasilkan Limbah
(Limbah B3) sesuai Bahan Berbahaya dan 75 100 75,00
ketentuan Beracun (Limbah B3)
yang tertangani sesuai
ketentuan
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan | Nilai SAKIP perangkat 66.58 84 79.26
pelayanan pulik yang daerah ’ ’
berkualitas
Meningkatnya kinerja tata
kelola pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik
didukung dengan Nilai IKM 78,2 80 98,12

manajemen administrasi
perkantoran pemerintahan
yang baik

Sasaran Strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Capaian Kinerja Dinas lingkungan Hidup dilihat dari Tingkat Kemajuan Capaian

> Indicator kualitas air realisasi tahun 2025 sebesar 72,28 sedang Target Tahun

2026 sebesar 80,95 dibanding dengan capaian akhir tahun 2026 sebesar

89,29 termasuk katagori baik

» Indicator kualitas udara realisasi tahun 2025 sebesar 73,52 sedang Target

Tahun 2026 sebesar 87,88 dibanding dengan capaian akhir tahun 2026

sebesar 83,66 termasuk katagori baik

» Indicator kualitas Tutupan Lahan realisasi tahun 2025 sebesar 67,14 sedang

Target Tahun 2026 sebesar 63,55 dibanding dengan capaian akhir tahun

2026 sebesar 105,65 termasuk katagori sangat baik

» Indek Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) realisasi tahun 2025 sebesar 46,93

sedang Target Tahun 2026 sebesar 50 dibanding dengan capaian akhir tahun

2026 sebesar 93,86 termasuk katagori baik
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Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai

berikut :
Tabel 3.2.3
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional
. . . Realisasi Standar .
No. Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2025 | Nasional % Capaian
1 2 3 4 5 6=4/5*100
Indeks Kualitas Air 72,28 72,92 99,12
Meningkatkan kualitas Indeks Kualitas
:ipgkgngan hi(ljulp dan Udara 73,52 84,51 87,00
inerja pengelolaan -
1 | sampah serta limbah pdeks Kualtas 67,14 59,32 113,18
bahan berbahaya dan utupan Lahan
beracun (Limbah B3) Indek Kinerja
sesuai ketentuan Pengelolaan 46,93 46,93 100,00
Sampah (IKPS)
Nilai pencemaran 7228 72 92 99 12
air ’ ’ )
Rata-rata nilai
. . indeks
o | Meningkatnya Kualitas | ,oncemaran 0,19 0,19 100,00
Air, Udara dan Tanah udara (SO2 dan
NO2)
Persentase luas 6714 59,32 113,18
tutupan lahan
Persentase
timbulan sampah 23,2 50 46,40
Meningkatnya yang tertangani
penanganan dan Persentase
pengurangan sampah usahal kegiatan
5 | serta pengawasan dan yang
pengendalian Limbah menghasilkan
Bahan Berbahaya dan Limbah Bahan 75 75 100,00
Beracun (Limbah B3) Berbahaya dan
sesuai ketentuan Beracun (Limbah
B3) yang
tertangani sesuai
ketentuan
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik | Nilai SAKIP
. dan pelayanan pulik yang | perangkat daerah e e S
berkualitas
Meningkatnya kinerja tata
kelola pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik
5 | didukung dengan Nilai IKM 78,2 85 92,00
manajemen administrasi
perkantoran
pemerintahan yang baik

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :
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TABEL 3.2.4
ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN DAN SOLUSI

No.

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisas

%
Capaia
n

Analisis
Keberhasilan/Kegagalan

Solusi yang
dilakukan

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
dan kinerja pengelolaan sampah serta
limbah bahan berbahaya dan beracun
(Limbah B3) sesuai ketentuan

Indeks Kualitas Air

68,14

72,28

106

capaian indikator kualitas air
melebihi target yang diinginkan

Indeks Kualitas Udara

85,59

73,52

86

dilihat dari citra satelit bahwa
debu di atas atmosfir grobogan
terlihat banyak dan berkumpul di
sentra senytra industri kramik
dan kawasan pabrik disumbang
juga lalu lintas yang mulai padat
sehingga capaian kinerja sangat
menurun karena dalam
penghitungan komponen debu di
masukan

memberikan
sosialisasi dan
pembinaan kepada
masyarakat melalui
kegiatan Car Free day
dan pengawasan
terhadap laporan
UKL-UPL setiap enam
bulan sekali dari
pelaku usaha

Indeks Kualitas Tutupan Lahan

65,66

67,14

102

Tutupan lahan capaian sangat
tinggi melampaui target
melihatkan bahwa masyarakat
muali mengerti pentingnya
tumbuhan untuk alam Grobogan

Indek Kinerja Pengelolaan
Sampah (IKPS)

46,93

46,93

100

pengelolaan sampah sesuai
dengan target degan
penambahan armada dan
cakupan pelayanan dan juga
mulai bekerja sama dengan
pihak ketiga untuk pengurangan
sampah

Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan
Tanah

Nilai pencemaran air

68,14

72,28

106

capaian indikator kualitas air
melebihi target yang diinginkan

34




Rata-rata nilai indeks

pencemaran udara (SO2 dan 0,19 0,19 100 capaian indikator sudah sesuai
NO2) dengan target
Tutupan lahan capaian sangat
Persentase luas tutupan lahan 65,66 67,14 102 tlnggl melampaui target
melihatkan bahwa masyarakat
muali mengerti pentingnya
tumbuhan untuk alam Grobogan
Persentase ketersediaan U ekl EERUE] Clonge
PROGRAM PERENCANAAN dokumen Perencanaan 100 100 100 rialisasi tahun 2025 membuat 2
LINGKUNGAN HIDUP . . dokumen yang sudah
Lingkungan Hidup
terselesaikan semua
FEIEEMIESS (MEMEENE) terselesainya kegiatan encana
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Perlindungan dan Pengelolaan Perlindun z)aln da?\ Penaelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) Lingkungan Hidup (RPPLH) 100 100 100 Linakun Sn Hidu (RP?DLH)
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Kagu atgen /Kota P
ditetapkan dan dievaluasi P
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Dokumen RPPLH yang disusun 1 1 100 telah tersusun Penetapan
Kabupaten/Kota dan ditetapkan RPPLH kabupaten grobogan
Persentase Kajian Lingkungan Terselesaikannva Kaiian
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup | Hidup Strategis (KLHS) 100 100 100 Lingkungan Hid)ll.lp Strjategis
Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang tersusun (KLHS) Kabupaten/Kota
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Jumlah Dokumen KLHS t;és;s:?] d%gmcignis(iLHS untuk
KRP yang Berpotensi Menimbulkan RPJPD/RPJMD 1 1 100 Menirz’qbuﬁ’kan Bampak/Resiko
Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang Disusun Lingkungan Hidup
gi?kupan B WUl 100 100 100 tercakup pantauan kualitas air di
PROGRAM PENGENDALIAN kabuapeten grobogan
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN Cak n kualit
LINGKUNGAN HIDUP : rupan pemantauan kuaiitas 100 100 100 tercakup pantauan kualitas udara
udara di kabuapeten grobogan
Pencegahan Pencemaran dan/atau Presentase kampung iklim yang terbentuknya kampung iklim
Kerusakan Lingkungan Hidup terbentuk 100 100 100 bagian dari pencegahan

Kabupaten/Kota

kerusakan lingkungan
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Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Jumlah Dokumen Uji Kualitas
Lingkungan Hidup

terbentuknya kelompok program

Hidup Dilaksanakan terhadap Media Dllaksane.zkan Terhadap Media 100 Kali bersih upanya mengurangi
. Tanah, Air, Udara, dan Laut pencemaran air
Tanah, Air, Udara, dan Laut
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Koordlng3| dgn Sinkronisasi terbentuknya kampung iklim
) L Inventarisasi Gas Rumah Kaca . :
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, ; . . 100 bagian dari pencegahan
Lo ; . dari Sektor Lingkungan Hidup )
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim . kerusakan lingkungan
yang Dilaksanakan
Jg_mlah Pepgambnan Contoh Pengambilan Contoh Uji,
. . Uji, Pengujian Parameter . .
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan . : Pengujian Parameter Kualitas
) Kualitas Lingkungan dan 100 .
Hidup Kabupaten/Kota Lingkungan dan Dokumen Mutu
Dokumen Mutu yang .
) yang Dilaksanakan
Dilaksanakan
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
L tersusunnya dokumen
o Inventarisasi Gas Rumah Kaca . o
Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan ; . . inventarisasi Gas Rumah Kaca
- L dari Sektor Lingkungan Hidup 100 . o
Penyusunan profile emisi GRK . dan data inventarisasi GRK dan
yang DilaksanakanJumlah ) -
. . profil emisi GRK
dokumen data inventarisasi
GRK dan profil emisi GRK
Jumlah Dokumen
Tersusunya Dokumen
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Penanggulangan Pencemaran
X . Penanggulangan Pencemaran
Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan 100 :
) ) dan/atau Kerusakan Lingkungan
Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup .
Hidup Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang tersusun
Jumlah Laporan Sosialisasi
Informasi Peringatan
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau tersususnya dokumen Indikator
Pencemaran dan/atau Kerusakan Kerusakan Lingkungan Hidup 100 Kualitas Lingkungan dan
Lingkungan Hidup pada Masyarakat pada Masyarakat di Dokumen IKLHD
Kabupaten/Kota yang
Dilaksanakan
Femulinen [FencemEren ey Luas lahan kritis yan tercapainya target dan relisasi
Kerusakan Lingkungan Hidup yang 100 painy 9

Kabupaten/Kota

direhabilitasi

kegiatan
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jumlah kegiatan koordinasi dan
sinkronisasi rehabilitasi di

target dan realisasi tercapai
dengan menanam di 3 lokasi

Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi kabupaten/kota yang 3 3 100 untuk pemulihan lahan bekas
dilaksanakan galian C
target dan realisasi tercapai
PROGRAM PENGELOLAAN Presentase Ruang Terbuka , .
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Hijau (RTH) yang dikelola SR B e gﬁ”g;s;b“ka e €0 [P
Penaelolaan Keanekaragaman Havati Ruang Terbuka Hijau (RTH) target dan realisasi tercapai
9 9 y terkelola dengan baik 20 20 100 ruang terbuka hijau di perkotaan
Kabupaten/Kota
dan desa
Luas Taman KEHATI Lainnya L .
. . target dan realisasi tercapai
yang Dikelola Lingkup
terkelolanya taman sebanyak 20
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Kewenangan Kabupaten/ Kota o
S 20 20 100 lokasi di kota kabupaten maupun
Hayati Lainnya ! )
di kecamtan di kabupaten
grobogan
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang target dan realisasi tercapai di 3
. ) 3 3 100 )
Keanekaragaman Hayati Dikelola lokasi
PROGRAM PEMBINAAN DAN ﬁgﬁ?“ﬁﬁﬁﬁﬁﬁ;mw
PENGAWASAN TERHADAP IZIN e et katimtan tortada
LINGKUNGAN DAN IZIN otoniuan ooraturan P 75 75 100
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN erundan F-)undan an
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) P g-undang
lingkungan hidup
Meningkatnya Pengawasan
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Terhadap Usaha.dar)/atau
: . Kegiatan yang lzin Lingkungan,
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin . 4
. . . . Persetujuan Lingkungan, Surat 40 40 100
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan R
. Kelayakan Operasi Diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Rekomendasi dan/atau
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Persetujuan Teknis,
Kewaijiban Izin Lingkungan dan/atau Izin Persetujuan Lingkungan, dan 1 1 100

PPLH

Surat Kelayakan Operasi yang
Diberikan
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Pengawasan Usaha dan/atauKegiatan
yang lzin Lingkungan Hidup, Izin PPLH

Jumlah Badan usaha dan/atau

yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kegiatan yang diawasi 40 40 100
Kabupaten/Kota
Persentase sekolah yang sudah
melaksanakan PBLHS
A PENNCKAT ANy | (Buceya Lncurgn Hip
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP g'e?::r‘]’t':;‘et'lgeﬁégﬁf’u“k?:e") &0 &0 oy
SRR RIS RRAT kader lingkungan tingkat desa/
kelurahan yang terbentuk
Meningkatnya Jumlah Lembaga
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, rﬂzga:éir:tl;;t:t%gelsokn;z oIS semakin banyak lembaga
dan Penyuluhan Lingkungan Hidup y Kemasyarakatan dan Lembaga
Kabupaten/Kota dan/atau yang 10 10 100
untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Terdaftar di Kabupaten/Kota Pendidikan yang peduli akan
Daerah Kabupaten/Kota o P : lingkungan
yang Ditingkatkan Kapasitas
dan Kompetensi SDMnya
Jumiah Pendampingan banyak sekolah yang mau
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan | Pembinaan Gerakan Peduli dan 10 10 100 merzl ikuti sekola}; agiwi ata
Hidup Berbudaya Lingkungan Hidup gix y
) peduli lingkungan sekolah
yang Dilaksanakan
banyak masyarakat yang
Penvelenagaraan Penvuluhan dan Jumlah Masyarakat/Kelompok mengikuti Car Free Day bentuk
Kamy an ggLin kun arleidu Masyarakat/Pelaku 500 500 100 masyarakat peduli
pany gkung P Usaha/Kegiatan yang terlibat membersihkan udara dari polusi
udara
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Jumlah lembaga pendidikan
Sumber Daya Alam Manusia Bidang formal/lembaga
Lingkungan Hidup untuk Lembaga masyarakat/komunitas/kelompo 1 1 100 megajarkan cinta lingkungan

Pendidikan Formal/Lembaga
Masyarakat/Komunitas/Kelompok
Masyarakat

k masyarakat yang meningkat
kapasitas dan kompetensinya
terkait PPLH

pada generasi muda
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PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN

Persentase pengaduan
masyarakat di bidang
Perlindungan dan Pengelolan

terpenuhinya antara target dan

LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup (PPLH) e el 100 | realisasi
Kabupaten/kota yang
terselesaikan
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di terselesaikannya pengaduan dari
Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 5 5 100 mas kat dah di
. . yarakat yang sudah di
Lingkungan Hidup (PPLH) Terhadap PPLH mediasi dan diselesaikan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Dikelola
Jumlah pengaduan
Pengelolaan Pengaduan Permasalahan permasalahan Pencemaran dan terselesaikannya pengaduan dari
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Perusakan Lingkungan Hidup 5 5 100 masyarakat yang sudah di
Hidup Tingkat Kabupaten/kota tingkat Kabupaten/Kota yang mediasi dan diselesaikan
ditindaklanjuti/ditangani
Persentase timbulan sampah 232 232 100 | sudah terpenuhinya antara target
Meningkatnya penanganan dan yang tertangani ’ ’ dan realisasi
pengurangan sampah serta pengawasan Persentase usaha/ kegiatan
dan pengendalian Limbah _Bahan yang menghasilkan Limbah
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Bahan Berbahaya dan Beracun 75 75 100
sesuai ketentuan (Limbah B3) yang tertangani sudah terpenuhinya antara target
sesuai ketentuan dan realisasi
Persentase rekomendasi ijin
FIROLEIRANI] (HENEISNBIA T Eiialy gﬁ(l?liorll(aaann mbah B3 yang semakin banyak fsilitas
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN Persentase pelaku usaha 0,75 0,75 100 kesehatan dan perusahaan

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

dan/atau yang telah memenuhi
rincian teknis pengelolaan
limbah B3

mengelola limbah B3
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Persentase permohonan

Fasilitas kesehatan dan
Perusahaan banyak yang

Penyimpanan sementara Limbah B3 rekomendasi ijin tempat 25 25 100 membuat ijin dan melakukan
penyimpanan sementara limbah penyimpanan limbah B3 sebelum
B3 yang terlayani di ambil oleh perusahaan yang
khusus mengambil limbah B3
Jumlah Laporan Kegiatan
e . Verifikasi Lapangan sosialisai dan pembinaan
Verifikasi Lapangan untuk Me'.“‘?s“ka.” Pemenuhan Komitmen perusahan dan fasilitas
Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan . ) . 12 12 100 .
Teknis Penvimpanan sementara Limbah B3 Persetujuan/Izin Penyimpanan kesehatan tentang limbah B3
yimp sementara dan Pengumpulan terlaksana dengan baik
Limbah B3
Timbulan sampah yang : .
FIROICIR A (P2 NGO ChEEET 075 | 075 100 E:&ar:fel:manrg?: uaI?lnteSra 'Zr‘?{l'Ld'
PERSAMPAHAN Persentase timbulan sampah di ’ ’ Sehinp . ta% - d%n realﬁ’sasi
perkotaan yang ditangani 99 9
tercapai
Persentase timbulan sampah timbulan sampah di perkotaan
FEngRleleer ST diperkotaan yang ditangani 7 7e 2 bisa ditangani sehingga target
dan realisasi tercapai
Jumlah Masyarakat, Kelompok Pembinaan dan sasialisasi
Peninakatan Peran Serta Masvarakat Masyarakat atau Para Pihak kepada masyarakat selalu di
9 Y Lainnya yang Terlibat Aktif 12 12 100 dengungkan oleh pemerintah

dalam Pengelolaan Persampahan

dalam Kegiatan Pengelolaan
Sampah Berbasis Masyarakat

sehingga target dan realisasi
tercapai
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Penanganan sampah melalui pemilahan
dan pengolahan sampah di instalasi
pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST,

Jumlah sampah yang tertangani
melalui proses pemilahan dan
pengolahan sampah di instalasi
pengolahan sampah TPS3R,
PDU, TPST, SPA,

dengan angkutan sampah yang
memadai kerjasama dengan
Pemulung, Bank sampah dan

TPS, SPA, PSEL_/PITTSa, RDF, pusat PSEL/PLTSa, RDF, pusat 31390 31390 100 Para Sthekholder bersama sama
pengomposan, biodigester, Bank Sampah - . .
d . k ; pengomposan, biodigester, mengurangi sampah sehingga
an fasilitas lainnya sesuai dengan B o oo 4
ank sampah dan fasilitas target dan realisasi tercapai
peraturan perundangan lai .
ainnya sesuai dengan
peraturan perundangan
menambah Sumber
keterlambatan dalam penyaijian daya Manusianya
Meningkatkan tata kelola pemerintahan laporan menjadi kendala dalam untuk membantu
yang baik dan pelayanan pulik yang Nilai SAKIP perangkat daerah 83 66,58 80 penilaian SAKIP sehingga nilai dalam membuat
berkualitas sakip menjadi tidak menjcapai laporan yang di
target yaang diinginkan gunakan dalam
penilaian SAKIP
Meningkatnya kinerja tata kelola
pemerintahan dan kualitas pelayanan partisipasi masyarakat yang
publik didukung dengan manajemen Nilai IKM 78,2 78,2 100 cukup meningkat sehingga target
administrasi perkantoran pemerintahan dan realisasi tercapai
yang baik
CELRET) [P D tercukupinya pemenuhan
kebutuhan penunjang kinerja kebutuh . Kineri
urusan pemerintah daerah ebutuhan penunjang Kinerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN meliputi Administrasi urusan pemerintah daerah
PEMERINTAHAN DAERAH Keugn an. Administrasi 100 100 100 meliputi Administrasi Keuangan,
KABUPATEN/KOTA gan, ] Administrasi Umum, Penyediaan
Umum, Penyediaan Jasa . :
: . Jasa Penunjang, Pemeliharaan
Penunjang , Pemeliharaan BMD
BMD
Perencanaan, Penganggaran, dan i:::ﬁgzisazr?g;ﬁmae: aran HESIBULE [OELE @t T
naan, ~enganggaran, ,1engangg 100 100 100 | 2025-2029 sebagai dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Anggaran :
. lima tahunan
Berkualitas
tersusunya renstra opd tahun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Renstra 1 1 100 2025-2029 sebagai dokumen

Perangkat Daerah

Tahun 2025-2030

lima tahunan
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Administrasi Keuangan Perangkat

Presentasi Pembayaran Gaji
dan Tunjangan ASN dan

pembayaran gaji dan tunjangan

. 100 100 100 baik PNS,CPNS dan PPPK
Daerah penyelesaian Laporan terbavar semua
Keuangan Tepat Waktu y
. pembayaran gaji dan tunjangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumiah Orang yang Menerima |, 44 100 | baik PNS,CPNS dan PPPK
Gaji dan Tunjangan ASN terbayar semua
. : Prosg—zr_ltase _Pemenuhan terpenuhinya administrasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat 100 100 100 erkantoran
Daerah P
Jumlah Paket Komponen . -
Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan 1 1 100 Ler:& eknuggg_znpe;ﬁli;anntcl)lrsiiuai
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang den aFr)l tar etg
Disediakan 9 9
. terpenuhinya makan dan minum
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumiah Paket Bahgn Logistik 1 1 100 untuk rapat dan tamu Dinas
Kantor yang Disediakan Lingkungan Hidup
Penvediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan terpenuhi spnaduk, karcis dan
Peny andaan 9 dan Penggandaan yang 3 3 100 copy kantor sehingga target dan
99 Disediakan realisasi tercapai
. . Jumlah Paket Bahan/Material terpenuhi atk kantor sehingga
Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan 1 1 100 target dan realisasi tercapai
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan é:r:;zTehZZ(;;zgn Rapat terpenuhi laporan perjalanan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi 300 300 100 ?;r;ﬁzak:;r,:;?_g:eg;ngga target dan
SKPD P
Prosentase pengadaan Barang target dan realisasi pengadaan
Pengadaan Barang Milik Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan 100 100 100 barang di kantor terpenuhi sudah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Tepat ada rencana pengadaan barang
Waktu tyang disusun
target dan realisasi pengadaan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan 30 30 100 barang di kantor terpenuhi sesuai

Mesin Lainnya yang Disediakan

dengan rencana pengadaan
barang yang disusun
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Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Prosentase Penyediaan Jasa

terpenuhinya jasa penunjang

X Penunjang Urusan 100 100 100 kantor sehingga target dan
Pemerintahan Daerah g e .
Pemerintahan Daerah realisasi terpenuhi
. I Jumlah Laporan Penyediaan terbayarnya internet, listrik dan
an;e:ilfggnJEis;rili((omunlkaS|, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Daya 3 3 100 PDAM untuk menunjang kinerja
y Air dan Listrik yang Disediakan kator terpenuhi
Jumlah Laporan Penyediaan tersedianya barang untuk
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 1 100 penunjang kinerja kantor yang
yang Disediakan presentatif
. . Prosentase Pemelihraan terpenuhinya pemeliharaan
Pemel!haraan EEEITY) M'I'I.( DECIET Barang Milik Daerah di dinas 100 100 100 barang dan peraltan kantor
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ; :
Lingkungan Hidup secara berkala
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas terpeliharanya kendaraan
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan oprasional kantor ataupun
. . L : 90 90 100 .
Kendaraan Dinas Operasional atau yang Dipelihara dan dibayarkan oprasional pengangkutan
Lapangan Pajak dan Perizinannya sampah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatqn d.an Mesin 20 20 100 terpeliharanya peralatar_1 .
Lainnya yang Dipelihara perkantoran secara periodik
. e Jumlah Gedung Kantor dan .
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang 5 5 100 terpeliharanya gedung

dan Bangunan Lainnya

Dipelihara/Direhabilitasi

perkantoran

Sumber Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025
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Adapun penjelasan untuk table diatas adalah sebagai berikut :

7
L X4

Analisis

Untuk semua target program , kegiatan dan sub kegiatan rata rata tercapai
targetnya

Untuk indek kualitas air target sebesar 68.14 dengan realisasi sebesar 72.28
taregt di bandingkan dengan realisasi sebesar 106% sangat baik

Dilihat dari citra satelit bahwa debu di atas atmosfir grobogan terlihat banyak
dan berkumpul di sentra senytra industri kramik dan kawasan pabrik
disumbang juga lalu lintas yang mulai padat sehingga capaian kinerja sangat
menurun karena dalam penghitungan komponen debu di masuk.

Tutupan lahan capaian sangat tinggi melampaui target melihatkan bahwa
masyarakat muali mengerti pentingnya tumbuhan untuk alam Grobogan
Pengelolaan sampah sesuai dengan target degan penambahan armada dan
cakupan pelayanan dan juga mulai bekerja sama dengan pihak ketiga untuk

pengurangan sampah.

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.
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Tabel 3.2.5
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Tujuan/ % Program/ % Menunjang/Tidak
No. Indikator Kinerja . Indikator Kinerja n :
Sasaran ! Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan ! Capaian Menunjang
Indeks Kualitas Ai 72,28 j
Meningkatkan kualitas ndexs Rualifas Ar ' mentinjang
lingkungan hidup dan kinerja | |hgeks Kualitas Udara 73,52 menunjang
1 pengelolaan sampah serta :
limbah bahan berbahaya dan | Indeks Kualitas Tutupan | g7 4, menunjang
beracun (Limbah B3) sesuai | Lahan
ketentuan Indek Kinerja Pengelolaan i
Sampah (IKPS) 46,93 menunjang
Nilai pencemaran air 72,28 menunjang

Rata-rata  nilai  indeks
2 Meningkatnya Kualitas Air, | pencemaran udara (SO2 0,19

Udara dan Tanah dan NO2) menunjang
Persentase luas tutupan
lahan i menunjang
PROGRAM PERENCANAAN | Persentase ketersediaan dokumen 100 menunian
LINGKUNGAN HIDUP Perencanaan Lingkungan Hidup jang
Rencana Perlindungan dan Persentase Rencana Perlindungan dan
. 9 . Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) .
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ditetapkan  dan 100 menunjang
(RPPLH) Kabupaten/Kota ) ;
dievaluasi
Penyusunan dan Penetapan RPPLH | Dokumen RPPLH vyang disusun dan 1 menunian
Kabupaten/Kota ditetapkan Jang
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan | Persentase  Kajian  Lingkungan  Hidup
Hidup Strategis (KLHS) | Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang | 100 menunjang
Kabupaten/Kota tersusun
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS
untuk KRP yang Berpotensi | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD 1 menunian
Menimbulkan Dampak/Resiko | Kabupaten/Kota yang Disusun jang
Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN | Cakupan pemantauan kualitas air 100 .
PENCEMARAN DAN/ATAU menunjang

45




KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Cakupan pemantauan kualitas udara

100 menunjang
Pencegahan Pencemaran dan/atau | Presentase kampung iklim yang terbentuk
Kerusakan Lingkungan Hidup 100 menunjang
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan
Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,
Lingkungan Hidup  Dilaksanakan | Alr, Udara, dan Laut 1 menunjang
terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan
Laut
o ) o Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
golorlg'nas'y 5 S'nk(rjOT'SaSI'E . gan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca
elaksanaan Fengendalian Emisi Gas | dari  Sektor Lingkungan Hidup yang i
Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi | Dilaksanakan 1 menunjang
Perubahan Iklim
Jumlah Pengambilan Contoh Uji,
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan | Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan .
Hidup Kabupaten/Kota dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan 1 menunjang
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
. Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan . . : .
Penyusunan profile emisi GRK dgn Sektor Lingkungan Hidup vyang | 1 menunjang
DilaksanakanJumlah dokumen data
inventarisasi GRK dan profil emisi GRK
Penanggulangan Pencemaran dan/atau UL el e T E T
Kerusakan Lingkungan Hidup Eiin(l:(irr?aar?\n Hidu dar%::)aLju aten /Kié(ta;usagﬁn 2 menunjang
Kabupaten/Kota gkung P P yang
tersusun
. . . Jumlah  Laporan Sosialisasi  Informasi
Pemberian Informasi Peringatan .
Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan .
Pencemaran  dan/atau  Kerusakan | | . . .2 menunjang
Lingkungan Hidup pada Masyarakat Lingkungan Hidup pada Masyarakat di
Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan
Pemulihan  Pencemaran  dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup | Luas lahan kritis yang direhabilitasi 1 menunjang
Kabupaten/Kota
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jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi

Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi | rehabilitasi di kabupaten/kota yang | 3 menunjang
dilaksanakan

PROGRAM PENGELOLAAN "

KEANEKARAGAMAN HAYAT] | Tresertase Ruang: Terbuka Hijau (RTH) | 9,04 menunjang

(KEHAT) yang dikelola

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkelola 20 .

Kabupaten/Kota dengan baik menunjang
Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola

Pengelolaan Taman Keanekaragaman | | ingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota 20 menunjang

Hayati Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Sarana dan Prasarana | keanekaragaman Hayati yang Dikelola 3

Keanekaragaman Hayati

PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN TERHADAP IZIN | Persentase ketaatan penanggungjawab

LINGKUNGAN DAN IZIN | usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan 75 menunian

PERLINDUNGAN DAN | peraturan perundang-undangan lingkungan jang

PENGELOLAAN LINGKUNGAN | hidup

HIDUP (PPLH)

Pembinaan dan Pengawasan | Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha

Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan | dan/atau Kegiatan yang lzin Lingkungan,

yang lzin Lingkungan dan lIzin PPLH | Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan | 40 menunjang

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan

Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau | Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat | 1 menunjang

Izin PPLH Kelayakan Operasi yang Diberikan

Pengawasan Usaha dan/atauKegiatan

yang lzin Lingkungan Hidup, Izin PPLH | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang 40 menunjang

yang Diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota

diawasi
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Persentase sekolah yang sudah
PROGRAM PENINGKATAN | melaksanakan PBLHS (Berbudaya
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN | Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat 80 menunian
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP | kabupaten) jang
UNTUK MASYARAKAT Persentase pembentukan kader lingkungan
tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk
T Meningkatnya Jumlah Lembaga
Penyglenggaraan FEOL I LETi) Kemasyarakatan/ Kelompok
Pelatihan, dan Penyuluhan I
. . Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota .
Lingkungan Hidup untuk Lembaga . 10 menunjang
. dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota
Kemasyarakatan Tingkat Daerah o . .
yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi
Kabupaten/Kota
SDMnya
. . | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan
P.endamplnga.n Gerakan Peduli Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup | 10 menunjang
Lingkungan Hidup .
yang Dilaksanakan
Penyelenggaraan  Penyuluhan dan Jumlah Masyarakat/Kelompok
Y 9ga Y Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang | 500 menunjang
Kampanye Lingkungan Hidup terlibat
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi
Sumber Daya Alam Manusia Bidang | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga
Lingkungan Hidup untuk Lembaga | masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 1 menunian
Pendidikan Formal/Lembaga | yang meningkat kapasitas dan jang
Masyarakat/Komunitas/Kelompok kompetensinya terkait PPLH
Masyarakat
Persentase pengaduan masyarakat di
PROGRAM PENANGANAN | bidang Perlindungan dan Pengelolan 100 menunian
PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/kota jang
yang terselesaikan
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
di Bidang  Perlindungan  dan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH | 5 menunjang

Pengelolaan  Lingkungan
(PPLH) Kabupaten/Kota

Hidup

Kabupaten/Kota yang Dikelola
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Pengelolaan Pengaduan Permasalahan | Jumlah pengaduan permasalahan
Pencemaran dan Perusakan | Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 5 Fienuniar
Lingkungan Hidup Tingkat | Hidup  tingkat  Kabupaten/Kota  yang jang
Kabupaten/kota ditindaklanjuti/ditangani
Persentase timbulan
. 23,2 .
. sampah yang tertangani menunjang
Meningkatnya penanganan
dan pengurangan sampah | Persentase usaha/
serta  pengawasan  dan | Kegiatan R
pengendalian Limbah Bahan | Menghasilkan Limbah
Berbahaya dan Beracun | Bahan Berbahaya ~dan 75
(Limbah B3) sesuai ketentuan | Beracun (Limbah B3) yang
tertangani sesuai )
ketentuan menunjang
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN E;E:;tggea;ek;?eﬁﬂgizn I peigzblea
EIE BRI (DA BEREG (E9) Persentasey pgelaku usaha dan/atau yang | 0,75 menunjang
D [Hlnlsints B HERERANR telah memenuhi rincian teknis pengelolaan ’
DAN BERACUN (LIMBAH B3) . peng
limbah B3
Penyimpanan sementara Limbah B3 PEMEDEES 'permohonan rekomepda3| n o5 menunjang
tempat penyimpanan sementara limbah B3
yang terlayani
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan | Jumlah Laporan Kegiatan  Verifikasi
Pemenuhan Persyaratan Administrasi | Lapangan Pemenuhan Komitmen .
- . ; . . 12 menunjang
dan Teknis Penyimpanan sementara | Persetujuan/lzin Penyimpanan sementara
Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3
Timbulan sampah yang ditangani
PROGRAM PENGELOLAAN . . .
PERSAMPAHAN Persen_tase tlmbulan sampah di perkotaan | 0,75 menunjang
yang ditangani
Pengelolaan Sampah Persentase timbulan sampah diperkotaan 73 menunjang

yang ditangani
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Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat
atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif

dalam Pengelolaan Persampahan dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah 12 menunjang
Berbasis Masyarakat
Penanganan sampah melalui | Jumlah sampah yang tertangani melalui
pemilahan dan pengolahan sampah di | proses pemilahan dan pengolahan sampah
instalasi pengolahan sampah TPS3R, | di instalasi pengolahan sampah TPS3R,
PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, | PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat | 31390 menunjang
RDF, pusat pengomposan, biodigester, | pengomposan, biodigester, Bank sampah
Bank Sampah dan fasilitas lainnya | dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan
sesuai dengan peraturan perundangan | perundangan
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan | Nilai SAKIP perangkat 6658
pelayanan pulik yang | daerah ’ .
berkualitas menunjang
Meningkatnya kinerja tata
kelola  pemerintahan  dan
kgalltas pelayanan _publlk Nilai IKM 78.2
didukung dengan manajemen
administrasi perkantoran
pemerintahan yang baik menunjang
cakupan pemenuhan kebutuhan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN | penunjang kinerja urusan pemerintah
PEMERINTAHAN DAERAH | daerah meliputi Administrasi Keuangan, | 100 menunjang
KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum, Penyediaan Jasa
Penunjang , Pemeliharaan BMD
p Prosentase Dokumen
CICIEETEED,  FEMEENIPELEL)  CE P Penganggaran dan Evaluasi | 100 menunjan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Aerencanaan, engangg jang
nggaran Berkualitas
Penyusunan Dokumen Perencanaan | Penyusunan Dokumen Renstra Tahun 2025- 1 menunjang
Perangkat Daerah 2030
. . Presentasi Pembayaran Gaji dan
GO [SEIErERm |- e Tunjangan ASN dan penyelesaian | 100 menunjang

Daerah

Laporan Keuangan Tepat Waktu
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Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN 44 menunjang
Administrasi Umum Perangkat Daerah PEESTiEES PEITETUIEn selmitsiEs] L 100 menunjang
Perangkat Daerah
Penvediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
eny P Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang | 1 menunjang
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Disedi
isediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor ngla_h Paket Bahan Logistik Kantor yang 1 menunjang
Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan 3 .
L menunjang
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan/Material ngla.h Paket  Bahan/Material  yang 1 menunjang
Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat .
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300 menunjang
- Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah
Pengadaan Barang M'“k DEGNE Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat | 100 menunjang
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Waktu
Pengadaan Peralatan dan Mesin | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya .
. o 30 menunjang
Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang 100 menunian
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah jang
. . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyed.laan Ja.sa.KomunlkasL Sumber Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 menunjang
Daya Air dan Listrik S
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1 .
B menunjang
Kantor Umum Kantor yang Disediakan
Pemel!haraan e il Daerah Prosentase = Pemelihraan Barang Milik .
Penunjang  Urusan  Pemerintahan A . . 100 menunjang
Daerah di dinas Lingkungan Hidup
Daerah
Penye;haan Jasa Ffemehharaan, .B_laya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan L ; .
. . Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan | 90 menunjang
Kendaraan Dinas Operasional atau - =
Pajak dan Perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang .
20 menunjang

Lainnya

Dipelihara
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Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan

Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5

Sumber dinas lingkungan Hidup tahun 2025
Table diatas menggambarkan antara sasran , tujuan dan Program , kegiatan dan sub kegiatan saling menunjang
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3.3 REALISASI ANGGARAN
Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

TABEL 3.8
CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

. S %
No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
PROGRAM PENUNJANG

1 | DRboan MERINTAHAN | gy 8.641.991.400 | Rp 8.100.467.712 93,73
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,

2 | Penganggaran, dan Evaluasi | Rp 88.500.400 Rp 85.848.435 97,00
Kinerja Perangkat Daerah
3 Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

Rp 6.035.087.000 Rp 5.632.636.761 93,33

Administrasi Umum
4 Perangkat Daerah Rp 583.302.000 Rp 549.880.046 94 .27

Pengadaan Barang Milik
5 | Daerah Penunjang Urusan Rp 100.000.000 Rp 96.055.702 96,06
Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang
6 | Urusan Pemerintahan Rp 860.000.000 Rp 768.550.954 89,37
Daerah

Pemeliharaan Barang Milik
7 | Daerah Penunjang Urusan Rp 975.102.000 Rp 967.495.814 99,22
Pemerintahan Daerah

PROGRAM
8 | PERENCANAAN Rp 143.082.000 | Rp 136.797.619 95,61
LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Kajian
10 | Lingkungan Hidup Strategis Rp 68.082.000 Rp 64.870.109 95,28
(KLHS) Kabupaten/Kota

PROGRAM
PENGENDALIAN
11 | PENCEMARAN DAN/ATAU | Rp 898.218.600 | Rp 880.303.270 98,01
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran
12 ‘E.a”/ SIEUINGDEELE]) Rp 656.380.000 | Rp 645732170 | 98,38
ingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
Penanggulangan
Pencemaran dan/atau
13 Kerusakan Lingkungan Hidup Rp 75.000.000 Rp 71.668.500 95,56
Kabupaten/Kota
Pemulihan Pencemaran
14 | dan/atau Kerusakan Rp 166.838.600 | Rp  162.902.600 | 97,64
ingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

Rp 75.000.000 Rp 71.927.510 95,90
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15

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI)

Rp

3.750.000.000

Rp 3.610.932.502

96,29

16

Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota

Rp

3.750.000.000

Rp 3.610.932.502

96,29

17

PROGRAM
PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

Rp

63.750.000

Rp 59.882.000

93,93

18

Penyimpanan sementara
Limbah B3

Rp

63.750.000

Rp 59.882.000

93,93

19

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

Rp

75.000.000

Rp 63.690.179

84,92

20

Pembinaan dan Pengawasan
Terhadap Usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin
Lingkungan dan Izin PPLH
Diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Rp

75.000.000

Rp 63.690.179

84,92

21

PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN
DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT

Rp

340.000.000

Rp 317.531.440

93,39

22

Penyelenggaraan
Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan
Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Rp

340.000.000

Rp 317.531.440

93,39

23

PROGRAM PENANGANAN
PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP

Rp

30.000.000

Rp 27.446.500

91,49

24

Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat di Bidang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota

Rp

30.000.000

Rp  27.446.500

91,49

25

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

Rp

7.811.440.000

Rp 7.566.673.253

96,87

26

Pengelolaan Sampah

Rp

7.811.440.000

Rp 7.566.673.253

96,87

TOTAL ANGGARAN

Rp

21.753.482.000

Rp 20.763.724.475

95,45

Sumber dinas lingkungan Hidup tahun 2025
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3.4 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

TABEL 3.9
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TUJUAN DAN SASARAN

Indikator Kinerja Anggaran

No. | Tujuan/Sasaran % % Tingkat

S T Efisiensi
Target | Realisasi Capaian Anggaran Realisasi Capaian

Meningkatkan
kualitas 68,14 72,28 106
lingkungan hidup
dan kinerja 85,59 73,52 86

pengelolaan 6566 | 67,14 102 Rp Rp

1 | sampah serta 13.111.490.600 | 12.662.256.763
limbah bahan

berbahaya dan
beracun (Limbah 46,93 46,93 100
B3) sesuai
ketentuan

96,57 3,43

68,14 72,28 106

Meningkatnya
2 | Kualitas Air, Udara 0,19 0,19 100
dan Tanah

Rp Rp

5.236.300.600 | 5.036.701.510 | 9619 3,81

65,66 67,14 102

Meningkatnya
penanganan dan 23,2 23,2 100
pengurangan
sampah serta
pengawasan dan
3 | pengendalian
Limbah Bahan
Berbahaya dan
Beracun (Limbah
B3) sesuai
ketentuan
Meningkatkan tata
kelola
pemerintahan Rp Rp

yang baik dan = 80 8631991400 |8.100.467.712 | 9384 | 616
pelayanan pulik

yang berkualitas
Meningkatnya
kinerja tata kelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan
publik didukung

5 | dengan
manajemen
administrasi
perkantoran
pemerintahan
yang baik

Rp Rp

7.875.190.000 | 7.625.555.253 | 96:83 3,17

75 75 100

78,2 Rp Rp
@® | 782®) | 100 |gg31991400 |8100467.712 | 9384 | 616

Rp Rp
TOTAL ANGGARAN 21.743.482.000 | 20.762.724.475 | 9549 4,51

Sumber dinas lingkungan Hidup tahun 2025
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Dari hasil realisasi keuangan di atas dapat kami sampaikan bahwa realisasi
keuangan sebesar Rp. 20.702.724.475 atau 95,49% dari total anggran perubhan
sebesar Rp.21.743.482.000 dengan tuingkat efisiensi sebesar 4,51 % atau sebesar
Rp. 980.757.525,-

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja
program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Anggaran Tingk
. % Anggaran Realisasi at
No. | Program/ kegiatan Tar | Reali | Cap % Efisie
get | sasi | aia (Rp) (Rp) Capaian | i
n
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 PEMERINTAHAN 100 100 100 | Rp 8.641.991.400 | Rp 8.100.467.712 93,73 6,27
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,

Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Administrasi

3 | Keuangan Perangkat 100 100 100 | Rp 6.035.087.000 Rp 5.632.636.761 93,33 6,67
Daerah

a | GelmiEEE Ul 100 | 100 | 100 | Rp  583.302.000 Rp 549.880.046 | 94,27 | 573
Perangkat Daerah

Pengadaan Barang
5 'I\D""'kD.aerah 100 | 100 | 100 | Rp  100.000.000 Rp  96.055.702 | 96,06 | 3,94
enunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa
6 | Penunjang Urusan 100 100 100 | Rp  860.000.000 Rp 768.550.954 89,37 10,63
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang
7 'I\D""'kD.aerah 100 | 100 | 100 | Rp  975.102.000 Rp 967.495814 | 9922 | 0,78
enunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
PROGRAM
8 | PERENCANAAN 100 100 100 | Rp 143.082.000 | Rp 136.797.619 95,61 4,39
LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan
9 | Lingkungan Hidup 100 100 100 | Rp 75.000.000 Rp 71.927.510 95,90 4,10
(RPPLH)
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan
10 | Hidup Strategis 100 100 100 | Rp 68.082.000 Rp 64.870.109 95,28 4,72
(KLHS)
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENGENDALIAN
11 Eiﬁ?ﬂ“&ﬁ"m 100 | 100 | 100 | Rp 898.218.600 | Rp 880.303.270 | 98,01 | 1,99
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan
Pencemaran dan/atau
12 | Kerusakan 100 100 100 | Rp  656.380.000 Rp 645.732.170 98,38 1,62
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

100 | 100 100 | Rp 88.500.400 Rp 85.848.435 | 97,00 3,00
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13

Penanggulangan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

100

Rp

75.000.000

Rp 71.668.500

95,56

4,44

14

Pemulihan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

100

Rp

166.838.600

Rp  162.902.600

97,64

2,36

15

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI)

9,94

9,94

100

Rp

3.750.000.000

Rp 3.610.932.502

96,29

3,71

16

Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati
Kabupaten/Kota

20

20

100

Rp

3.750.000.000

Rp 3.610.932.502

96,29

3,71

17

PROGRAM
PENGENDALIAN
BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH
B3)

0,75

0,75

100

Rp

63.750.000

Rp 59.882.000

93,93

6,07

18

Penyimpanan
sementara Limbah B3

25

25

100

Rp

63.750.000

Rp 59.882.000

93,93

6,07

19

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN
IZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

75

75

100

Rp

75.000.000

Rp 63.690.179

84,92

15,08

20

Pembinaan dan
Pengawasan
Terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan
yang lzin Lingkungan
dan Izin PPLH
Diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

40

40

100

Rp

75.000.000

Rp 63.690.179

84,92

15,08

21

PROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN
PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK
MASYARAKAT

80

80

100

Rp

340.000.000

Rp 317.531.440

93,39

6,61

22

Penyelenggaraan
Pendidikan, Pelatihan,
dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup
untuk Lembaga
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

10

10

100

Rp

340.000.000

Rp 317.531.440

93,39

6,61

23

PROGRAM
PENANGANAN
PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP

100

100

100

Rp

30.000.000

Rp  27.446.500

91,49

8,51

24

Penyelesaian
Pengaduan
Masyarakat di Bidang
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH)
Kabupaten/Kota

100

Rp

30.000.000

Rp  27.446.500

91,49

8,51
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PROGRAM
25 | PENGELOLAAN 0,75 | 0,75 | 100 | Rp 7.811.440.000 | Rp 7.566.673.253 96,87 3,13
PERSAMPAHAN
26 | Pengelolaan Sampah 73 73 100 | Rp 7.811.440.000 Rp 7.566.673.253 96,87 3,13
Rp 20.763.724.475 95,45 4,55

TOTAL ANGGARAN

Rp 21.753.482.000

Sumber dinas lingkungan Hidup tahun 2025

Dilihat dari table diatas capaian kinerja di ukur dari kinerja program dan kegiatan dengan
serapan anggaran belanja dinas lingkungan Hidup sangat efisien dengan rata rata
efisiensi antara anggran dan realisasi sebesar 4,56% sedang dari total anggaran dan

realisasi sebesar 95,46% atau sebesar Rp.20.763.724.476,-
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BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Grobogan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan selama Tahun 2025.

Penyusunan LK|IP ini merupakan salah satu upaya pemenuhan amanat Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), sekaligus sebagai sarana evaluasi kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025 menyajikan
gambaran kinerja perangkat daerah secara komprehensif, baik kinerja program dan
kegiatan maupun pencapaian sasaran strategis. Dalam laporan ini juga disampaikan
analisis atas capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan maupun kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan menetapkan 2
(dua) tujuan, 3 (tiga) sasaran, dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, sebagaimana tertuang
dalam Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun
capaian kinerja tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan sampah
serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan, dengan
indikator kinerja sebagai berikut:

e Indeks Kualitas Air dengan capaian sebesar 72,28 (kategori baik);

e Indeks Kualitas Udara dengan capaian sebesar 73,52 (kategori baik);

e Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan capaian sebesar 67,14 (kategori baik);

e Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dengan capaian sebesar 46,93

(kategori baik).

2. Sasaran: Meningkatnya kualitas air, udara, dan tanah, dengan indikator kinerja
sebagai berikut:

e Nilai pencemaran air dengan capaian sebesar 72,28 (kategori baik);

e Rata-rata nilai indeks pencemaran udara (SO. dan NO:) dengan capaian sebesar

0,9 (kategori baik);

e Persentase luas tutupan lahan dengan capaian sebesar 67,14% (kategori sangat

baik).

3. Sasaran: Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta pengawasan
dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai

ketentuan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
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e Persentase timbulan sampah yang tertangani sebesar 23,2% (kategori baik);

e Persentase usahal/kegiatan penghasil Limbah B3 yang tertangani sesuai ketentuan

sebesar 75% (kategori baik).

4. Tujuan: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang
berkualitas, dengan capaian indikator kinerja sebesar 66,58 (kategori cukup baik).

5. Sasaran: Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan
publik yang didukung oleh manajemen administrasi perkantoran yang baik, dengan
capaian indikator kinerja sebesar 78,2 (kategori baik).

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis,
secara umum kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan pada Tahun 2025
telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan didukung oleh alokasi anggaran melalui APBD
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.753.483.000,00, dengan
realisasi anggaran sebesar Rp20.763.724.475,00. Dengan demikian, tingkat serapan
anggaran mencapai 95,45%, dengan nilai efisiensi anggaran sebesar 4,55%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan
gambaran yang jelas dan akuntabel mengenai kinerja perangkat daerah kepada seluruh
pemangku kepentingan, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan
dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun mendatang.

Purwodadi, Februari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Grobogan

., HERU DWI/CAHYONO,S.STP. M.SI
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